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Abstract 

Balai Harta Peninggalan is the State Intansi that is authorized to issue a Certificate of 

Inheritance for Foreign Eastern Groups, this is in accordance with Article 14 paragraph 1 

Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517, the regulation states that 

Balai Harta Peninggalan is authorized to issue inheritance certificates for the eastern eastern 

class, but it is not regulated about what is regulated in the heir certificate, so that in its 

implementation it is often made to like the Balai Harta Peninggalan as the inheritance 

authorized in the issuance of certificate of inheritance. Moreover, most often in the issuance of 

inheritance certificates for foreign easterners who are Muslim, the Balai Harta Peninggalan 

does not use Islamic Law Compilation in applying its law, which is actually the Balai Harta 

Peninggalan often is not competent in Islamic law but the Probate Center applies Islamic Law in 

accordance with limits on their abilities and knowledge. The results of this study indicate that the 

Balai Harta Peninggalan is indeed authorized in the issuance of inheritance certificates, but 

there should be new legislation governing implementation and regulations governing in detail 

related to the applicant's religion to submit to and comply with certain rules. So if the applicant 

is an Islamic heir then he must use Islamic Law Compilation. 

Keywords: Balai Harta Peninggalan, Authority, Certificate of inheritance 

  

Abstrak 

Balai Harta Peninggalan merupakan Intansi Negara yang diberi wewenang untuk menerbitkan 

Surat Keterangan Waris untuk Golongan Timur Asing, hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 

Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517, dalam aturan tersebut 

meneyebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang dalam penerbitan surat keterangan 

waris untuk golongan timur asing, nmaun tidak diatur mengenai apa saja yang diatur dalam surat 

keterangan waris tersebut, sehingga dalam penerapannya sering kali pembuatannya terkesan suka 

- suka Balai Harta Peninggalan sebagai yang berwenang dalam penerbitan surat keterangan 

waris. Terlebih lagi sering kali dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur 

asing yang beragama islam, Balai Harta Peninggalan tidak menggunakan Kompilasi Hukum 

Islam dalam penerapan hukumnya, yang mana sebenarnya Balai Harta Peninggalan sering kali 

tidak berkompeten dalam hukum islam namun Balai Harta Peninggalan menerapkan Hukum 

Islam sesuai dengan batas kemampuan dan pengetahuannnya. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Balai Harta Peninggalan memang berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris, 

namun seharusnya ada aturan perundangan yang baru yang mengatur mengenai pelaksaanaan 

dan peraturan yang mengatur secara detail terkait agama pemohon untuk tunduk dan patuh pada 
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suatu aturan tertentu. Sehingga apabila pemohon surat keterangan waris beragama islam maka 

harus memakai Kompilasi Hukum Islam. 

Kata Kunci : Balai Harta Peninggalan, Kewenangan, Surat Keterangan waris 

 

I. PENDAHULUAN 

ewasa ini, hukum keluarga sangat-

lah penting dalam penerapan kehi-

dupan sehari - hari. Misalnya hu-

kum waris dalam sebuah keluarga islam. Da-

lam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Maka untuk keluarga yang menganut agama 

islam memiliki aturan tersendiri dalam pem-

bagiannya. Hukum waris menurut para sarjana 

adalah peraturan yang mengatur perpindahan 

kekayaan seorang yang meninggal dunia kepa-

da satu atau beberapa orang lain. Selain pen-

jelasan ini, hukum waris juga diartikan segala 

peraturan hukum yang mengatur tentang bera-

lihnya harta warisan dar pewaris karena 

kematian kepada ahli waris atau orang yang 

ditunjuk. Sedangkan dalam hukum islam 

sendiri, Waris adalah hukum yang mengatur 

tentang peralihan harta kekayaan yang diting-

galkan seseorang yang meninggal serta akibat-

nya bagi para ahli warisnya. Dalam istilah lain 

waris disebut juga dengan fara’id. Yang 

artinya bagian tertentu yang dibagi menurut 

agama Islam kepada semua yang berhak 

menerimanya dan yang telah di tetapkan 

bagian - bagiannya. 

Selanjutnya dari sisi yang berwenang 

membentuk hukum, bahwa pembentuk-

pembentuk hukum yang membentuk suatu 

kesatuan yang bersifat hierarki, yaitu mulai 

pembentuk hukum yang tertinggi kepada yang 

lebih rendah dan selanjutnya sampai kepada 

yang terendah. Pembentuk hukum yang lebih 

tinggi mendelegasikan wewenang yang ada 

padanya kepada pembentuk hukum yang lebih 

rendah.. Dari hierarki pembentukan hukum ini 

akan tercipta bagaimana sebuah peraturan 

berjalan dan bagaimana juga kewenangan 

diberikan kepada sebuah instansi.  

II. KAJIAN TEORI 

Menurut Hazairin, dari seluruh hukum 

yang ada dan berlaku, maka Hukum Perka-

winan dan Hukum Kewarisanlah yang menen-

tukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan 

yang berlaku dalam masyarakat itu. Maka jika 

hukum perkawinan dan hukum kewarisan 

menggunakan hukum islam, maka hal tersebut 

mencerminkan sistem kekeluargaan yang 

berlaku dalam keluarga tersebut adalah hukum 

islam. 

Dalam pengertian hukum waris, terdapat 

beberapa unsur didalamnya. Unsur - unsur 

D 
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yang terdapat dalam pengertian hukum waris 

itu sebagai berikut: 

1.  Subjek hukum waris yaitu pewaris, ahli 

waris, dan orang yang ditunjuk berdasarkan 

wasiat. 

2. Peristiwa hukum waris yaitu meninggalnya 

pewaris 

3. Hubungan hukum warisa yaitu hak dan 

kewajiban ahli waris 

4. Objek hukum waris yaitu harta warisan 

peninggalan almarhum. 

Dalam agama islam, penyelesaian per-

kara kewarisan merupakan kewajiban dalam 

agama islam. Sehingga dalam masyarakat ya-

ng memeluk agama islam, kesadaran untuk 

menyelesaikan masalah kewarisan sangat ting-

gi. Dalam hubungan pewarisan, mengenal 

istilah ahli waris dan harta warisan. Ahli waris 

adalah orang yang berhak atas ahli warisan 

yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Sedang-

kan Harta warisan adalah soal apakah dan 

bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewaji-

ban-kewajiban tentang kekayaan seseorang 

pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih 

pada orang lain sebagai ahli warisnya yang 

masih hidup. 

Dalam hal pembagian waris yang tidak 

terjadi masalah - masalah yang timbul dida-

lamnya, maka hanya memerlukan penetapan 

Pengadilan Agama setempat. Permohonan 

tersebut menghasilkan penetapan waris yang 

berisikan siapa - siapa saja yang mempunyai 

hak mewaris dari ahli waris. Dalam prosesnya, 

semua hali waris akan dipanggil oleh Penga-

dilan Agama, termasuk juga ahli waris peng-

ganti juga dilibatkan dalam pembagian waris. 

Dalam KUHPerdata, juga menganal 

mengenai Ahli Waris Pengganti, sama seperti 

Kompilasi Hukum Islam. Dalam KUHperdata 

membedakan antara ahli waris “uit eigen 

hoofde” dan ahli waris “bij plaatsvervulling”. 

Ahli waris uit eigen hoofde adalah ahli waris 

yang memperoleh warisan berdasarkan kedu-

dukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya 

anak pewaris, istri/suami pewaris. Ahli waris 

bij plaatsvervulling adalah ahli waris peng-

ganti berhubung orang yang berhak mewaris 

telah meninggal dunia terlenbih dahulu dari 

pada pewaris. Misal seorang ayah yang 

mmeninggal terlebih dahulu daripada kakek. 

Di indonesia, pewarisan dibedakan 

menjadi 2, yaitu: 

1. Pewarisan berdasarkan undang - undang, 

juga disebut pewarisan ab-in-testato 

2. Pewarisan testamentair, yaitu pewarisan 

berdasarkan suatu testamen 

Didalam BW, pewarisan berdasarkan 

undang - undang dibicarakan terlebih dahulu, 



                                                                                             
YAYASAN AKRAB PEKANBARU      

                                                                                        Jurnal  AKRAB JUARA  

                                                       Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember 2019 (151-168) 

 

154 

 

baru kemudian pewarisn testamentair. Kalau 

dalam pewarisan tertamentair yang ditonjol-

kan adalah kehendak dari pewaris, maka pe-

warisan ab-in-testato berdasarkan berbagai 

alasan, sebab ada yang bersifat mengatur (me-

lengkapi/aanvullend), tetapi ada juga yang 

bersifat memaksa (dwingend). Salah satu 

alasan, yaitu pandangan bahwa keluarga terde-

kat yang pertama berhak atas warisan. 

Dalam hal ini, pembagian waris yang 

dimaskudkan adalah pewarisan yang sesuai 

dnegan Undang - Undang. Hukum Islam harus 

sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Hu-

kum islam yang khususnya mengatur menge-

nai pembagian waris, bertujuan untuk membe-

rikan kebahagiaan dalam masyarakat. Apabila 

makna hukum sama dengan perundang-unda-

ngan, maka menurut Bentham, tujuan akhir 

dari perundang-undangan adalah untuk mela-

yani kebahagiaan yang paling besar dari 

sejumlah terbesar rakyat. Dengan kebagaiaan 

yang dicapai oleh masyarakat maka tingkat 

keadilan dalam masyarakat tersebut juga ting-

gi. Begitu juga halnya dengan hukum Islam, 

yang biasa disebut dengan istilah syari’at, 

menurut Abdul Wahab Khallaf, mempunyai 

tujuan untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan 

bagi kehidupan orang-orang yang terkena 

ketentuan hukum (Mukallaf). Tujuan hukum 

islam salah satunya adalah untuk memberikan 

kepastian dan juga keadilan bagi penganut 

agama islam dan juga penegak hukum islam. 

Ada beberapa Prinsip - Prinsip umum 

pewarisan yang harus diketahui, prinsip - 

prinsip umum pewarisan tersebut adalah: 

1.  Pada asanya yang dapat beralih pada ahli 

waris hanya hak dan kuwajiban di bidang 

hukum kekayaan saja. 

2. Dengan meninggalnya seseornag, seketika 

itu segala hak dan kuwajiban pewaris 

beralih pada ahli warisnya (hak saisine). 

Hak saisine berarti ahli waris demi hukum 

memperoleh kekayaan Pewaris tanpa me-

nuntut penyerahan. Berkaitan dengan hak 

saisine juga dikenal heriditatis petitio, yaitu 

hak ahli waris untuk menuntut, khusus 

berkaitan dengan warisan 

3. Yang berhak mewaris pada dasarnya 

adalah keluarga sedarah dengan Pewaris 

4. Pada dasarnya harta peninggalan tidak 

boleh dibiarkan dalam keadaan tidak 

terbagi (pasal 1066 KUHPerdata) 

5. Pada asanya setiap orang, termasuk bayi 

yang baru lahir, cakap mewaris, kecuali 

mereka yang dinyatakan tak patut mewaris 

(pasal 838 KUHPerdata) 

Hukum kewarisan selalu menarik untuk 

dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi 
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sosiokultural masyarakat Indonesia.Hal ini 

terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku 

di Indonesia masih bersifat pluralistik, mak-

sudnya masing-masing golongan masyarakat 

mempunyai hukum sendiri-sendiri. 

Di Indonesia setidaknya ada tiga jenis 

hukum kewarisan yang terdapat dan masih 

berlaku ditengah masyarakat, antara lain: 

1. Hukum Waris Islam 

2. Hukum waris adat yang sifatnya tidak 

tertulis 

3. Hukum waris yang diatur dalam Kitab 

Undang - Undang Hukum Perdata 

Dari ketiga jenis hukum kewarisan 

tersebut yang masih tetap eksis dan hidup di 

tengah-tengah masyarakat, yang paling 

dominan dalam pelaksanaan pembagian wari-

san masyarakat Indonesia adalah berdasarkan 

hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi 

karena masyarakat Indonesia mayoritas pen-

duduknya beragama Islam dengan berbagai 

suku yang sangat beragam, yang tentunya 

pelaksanaan pembagian harta warisan pun 

akan beragam pula sesuai dengan sistem ke-

keluargaan yang mereka anut. 

Undang - undang menetapkan beberapa 

hal penting yang berkaitan dengan masalah 

waris, yakni: 

 

1. Masalah hak waris 

Menurut ketentuan undang - undang hak 

waris dapat diperjualbelikan dengan alasan 

bahwa hak waris tersebut berdiri sendiri. 

2. Masalah hak pakai 

Undang - undang menegaskan bahwa yang 

dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli 

waris dapat berupa hak pakai hasil atas 

seluruh atau sbegaian harta peninggalan 

3. Harta warisan 

Dalam membagi harta warisan maka yang 

harus dilakukan terlebih dahulu adalah 

pembayaran hutang - hutang si pewaris, 

biaya penguburan mayat. Sisa kekayaan 

setelah dikurangi dua hal tersebut bagu 

dibagikan kepada para ahli waris 

4. Hak untuk menggugat 

Undang - undang telah memberi jaminan 

kepada ahli waris bahwa atas hak waris 

tersebut dapat dilakukan gugatan untuk 

menapatkannya. 

Di indonesia, terdapat penggolongan - 

penggolongan dalam hal penerbitan atau pe-

ngurusan harta waris. Dalam Pasal 14 ayat 1 

Instructie voor de Gouvernements Landmeters 

Stbl. 1916 No. 517 menerangkan bahwa Balai 

Harta Peninggalan mempunyai wewenang 

untuk menerbitkan surat keterangan waris 

untuk golongan timur asing kecuali keturunan 
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tionghoa. Keterangan ahli waris disebut juga 

Surat Keterangan Waris yang merupakan surat 

bukti waris, yaitu surat yang membuktikan 

bahwa nama-nama yang tertulis di dalamnya 

adalah ahli waris dari pewaris tertentu. 

 Selain itu, dalam surat menteri dalam 

negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran 

Tanah Direktoran Jenderal Agraria, Departe-

men Dalam Negeri Nomor : dpt/12/63/12/69 

tanggal 20 Desember 1969 terkait kewena-

ngan Pembuatan Surat Keterangan Waris 

Untuk Warga Negara Republik Indonesia 

yaitu: 

1) Golongan Keturunan Barat (Eropa) dibuat 

oleh Notaris; 

2) Golongan Penduduk Asli Surat Keterangan 

oleh ahli waris disaksikan oleh lurah dan 

diketahui oleh camat; 

3) Golongan keturunan Tionghoa oleh 

Notaris; 

4) Golongan Timur Asing lainnya oleh Balai 

Harta Peninggalan; 

Selain itu, terdapat juga Peraturan Men-

teri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No. 3 Tahun 1997 Pasal 111 ayat (1) 

huruf c point 4 yang berbunyi tentang Keten-

tuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No-

mor 24 Taun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Dalam ayat (1) permohonan pendaftaran 

peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas 

satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris 

atau kuasanya yang melampirkan Surat Tanda 

Bukti sebagai ahli waris dapat berupa: 

a. Wasiat dari pewaris, atau 

b. Putusan Pengadilan, atau 

c. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau 

d. Bagi warga negara Indonesia penduduk as-

li: Surat Keterangan waris yang dibuat oleh 

para ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) 

orang saksi dan dikuatkan oleh kepala 

desa/kelurahan dan camat setempat tinggal 

pewaris pada waktu meninggal dunia 

e. Bagi warga negara Indonesia keturunan 

Tionghoa: Akta Keterangan Hak mewaris 

dari notaris. 

f. Bagi warga negara Indonesia keturunan 

Timur Asing Lainnya : Surat Keterangan 

Waris dari Balai Harta Peninggalan. 

Dengan dasar surat - surat tersebut, ma-

ka Balai Harta Peninggalan beranggapan 

mempunyai Hak dalam penerbitan Surat Kete-

rangan Waris dan pembagian waris untuk 

golongan timur asing lainnya. 

Pembuatan surat keterangan waris dila-

kukan menurut penggolongan penduduk, seba-

gaimana diatur dalam :  

a. Asas Konkordansi Pasal 13 Wet op de 

Grootboeken der Nationale Schuld 
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(Undang-Undang tentang Buku Besar 

Perutangan Nasional di Belanda)  

b. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri 

Direktorat Jenderal Agraria, tanggal 20 

Desember 1969 No. Dpt/12/63/69. 

c. Fatwa Mahkamah Agung atas permintaan 

dan ditujukan kepada Ny. Sri Redjeki 

Kusnun, S.H., tertanggal Jakarta, 25 Maret 

1991, Nomor: KMA/041/III/1991 jo. Surat 

Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua 

Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi 

Agama,Pengadilan Negeri, dan Pengadilan 

Agama di seluruh Indonesia, tertanggal 

Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/ 

171/V/K/1991.10 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42 

ayat (1) juncto Peraturan Menteri Negara 

Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara 

Nomor 3 Tahun 1997, tentang ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997.  

e. Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Pera-

turan Menteri Negara Agraria / Kepala 

Badan Pertanahan Negara (PMNA/ KBPN) 

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997, tentang Pendafataran 

Tanah 

Pembuatan surat keterangan waris sering 

kali ditujukan untuk melakukan balik nama 

atas barang peninggalan dari pewaris yang 

telah meninggal dunia kepada nama seluruh 

ahli waris yang dalam hal ini adalah berupa 

barang-barang harta peninggalan pewaris 

berupa tanah yang apabila ingin dilakukan 

balik nama dapat mengajukan permohonan ke 

Kantor Pertanahan setempat yaitu dengan 

cara:  

1. Melakukan pendaftaran peralihan hak 

(balik nama) untuk tanah yang sudah 

terdaftar (bersertipikat).  

2. Melakukan permohonan hak baru (sertipi-

kat) atas tanah yang belum terdaftar seperti 

misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, 

tanah negara. 

Seiring dengan perkembangan dan kebu-

tuhan hukum di masyarakat seperti sekarang 

ini, keberadaan dan eksistensi Lembaga Balai 

Harta Peninggalan (BHP) sangat diperlukan 

dan diharapkan mampu menjawab segala 

tantangan dalam pembangunan di bidang 

hukum. Kebijakan pembentukan hukum seka-

rang ini diarahkan untuk membentuk substansi 

hukum yang responsive dan mampu menjadi 

sarana pembaharuan dan pembangunan yang 

mengabdi pada kepentingan nasional dengan 
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mewujudkan ketertiban, ligitimasi, dan 

keadilan. 

Dengan perkembangan seperti sekarang 

ini, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) 

diharapkan mampu memberikan atau mener-

bitkan Surat Keterangan Waris untuk golo-

ngan timur asing yang sesuai dengan perkem-

bangan hukum di Indonesia, terutama untuk 

golongan timur asing yang beragama islam 

maka harus mengikuti perkembangan hukum 

islam di Indonesia juga. 

Pada dasarnya, dalam penerbitan surat 

keterangan mewaris oleh Balai Harta Pening-

galan untuk golongan Timur Asing yan bera-

gama islam, memang dengan menggunakan 

dasar Hukum Islam (Faraid). Namun hukum 

islam (Faraid) yang diterapkan oleh Balai 

Harta Peninggalan dalam surat keterangan 

Waris untuk Golongan Timur Asing lainnya 

sering kali tidak sesuai dengan Kompilasi 

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. 

Istilah faraid adalah bahasa yang 

menunjukkan bentul plural/jamak. Adapun 

bentuk mufradnya adalah faridah yang berarti 

suatu ketentuan, atau dapat diartikan bagian - 

bagian yang tertentu. Didalam hukum waris 

islam dikenal dengan istilah “ilmul Fara’id 

atau disebut pula ilmul mirats; yakni ilmu 

yang membahas tentang pembagian warisan 

dari seseorang yang meninggal dunia. 

Dengan adanya tidak kesesuaian antara 

penerapan Hukum Islam (Faraid) oleh Balai 

Harta Peninggalan dengan Kompilasi Hukum 

Islam, sering kali menjadi pemicu permasala-

han - permasalahan dalam pembagian harta 

waris. Untuk pemeluk agama islam dan peme-

gang teguh hukum islam, peneyelsaian pem-

bagian harta waris sangatlah penting dan harus 

sesuai dnegan hukum islam yang berlaku. Me-

ngingat pembagian waris merupakan hal yang 

sensistif dalam sebuah keluarga, maka penye-

lesaiannyapun haruslah benar - benar sesuai 

dengna aturan Kompilasi Hukum Islam yang 

berlaku di Indonesia. Dalam buku II Kompi-

lasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan 

ini telah mempunyai landasan hukum dalam 

menyelesaikan masalah-masalah di bidang 

hukum kewarisan bagi orang yang beragama 

Islam. 

Ketidak sesuaian penerapan hukum 

islam (Faraid) yang diterapkan oelh balai Har-

ta Peninggalan dengan Kompilasi Hukum 

islam misal saja dalam hal Ahli Waris Peng-

ganti. Dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal 

dengan ahli Waris Pengganti, namun Balai 

Harta Peninggalan tidak menerapkan hal terse-

but. Hal ini yang sering kali menjadi pemicu 
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permasalahan terhadap produk Balai Harta 

Peninggalan terkait Surat Ketarangan Waris. 

Dengan demikian jelas sudah bahwa 

tidak ada kesamaan atau keharmonisasian hu-

kum yang diterapkan oleh Balai Harta Pening-

galan dengan Kompilasi Hukum Islam. Sangat 

penting sekali terjadi harmonisasi antara Balai 

Harta Peninggalan dnegan Kompilasi Hukum 

Islam, dengan adanya keharmonisasian maka 

hukum akan berjalan dnegna baik dan tercipta 

keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat.  

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah, 

metode harus sistematis atau prosedural. 

Sistematis artinya seorang peneliti harus 

bekerja secara teratur didalam upaya meme-

cahkan masalah. Ia tidak bisa bergerak dari 

satu aspek atau fase ke aspek atau fase lain 

secara serampangan. Gerakan atau cara berpi-

kir harus tetap terjalin antara aspek yang satu 

dengan aspek lain secara terpadu (solid). 

Kepaduan berfikir secara runtut adalah cermin 

cara kerja yang sistematis, sehingga peneliti 

terhindar dari cara kerja acak. 

a. Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian hukum norma-

tif. 

 

b. Pendekatan Masalah  

Pendekatan-pendekatan yang digunakan 

didalam penelitian hukum adalah pendekatan 

undang-undang (statute approach), pendeka-

tan kasus (case approach), pendekatan historis 

(historical approach), pendekatan komparatif 

(comparative approach), dan pendekatan kon-

septual (conceptual approach). 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan peraturan 

perundang-undangan (statute approach), pen-

dekatan konseptual (conceptual approach), 

pendekatan historis (historical approach).  

c. Sumber Bahan Hukum 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat 

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian 

yang berupa bahan-bahan hukum primer dan 

bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

primer dalam penelitian ini terdiri dari : perun-

dang-undangan, catatan-catatan resmi atau 

risalah dalam pembuatan perundang-unda-

ngan. Bahan hukum sekunder dalam peneli-

tian ini berupa  : semua publikasi tentang hu-

kum yang bukan merupakan dokumen-doku-

men resmi, meliputi buku teks, kamus hukum, 

jurnal hukum. 

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum 

primer berupa perundang-undangan dikumpul-
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kan dengan menggunakan metode inventarisa-

si dan kategorisasi, sedangkan teknik pengum-

pulan bahan hukum sekunder dikumpulkan 

dengan sistem kartu catatan (card system), 

baik dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasan 

tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan 

pokok gagasan yang memuat pendapat asli 

penulis), kartu kutipan (digunakan untuk 

memuat catatan pokok permasalahan), mau-

pun serta kartu ulasan (berisi analisis dan 

catatan khusus penulis). 

e. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Setelah bahan hukum terkumpul, selan-

jutnya dilakukan telaah atas permasalahan 

hukum berdasarkan bahan hukum yang ter-

kumpul untuk menarik kesimpulan dalam 

bentuk argumentasi untuk menjawab permasa-

lahan hukum yang sedang diteliti.. 

f. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dalam penelitian 

ini menggunakan teknik analisis yang bersifat 

preskriptif melalui metode penafsiran, harmo-

nisasi, sistematisasi dan penemuan hukum. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kewenangan Balai Harta Penginggalan 

dalam penerbitan Surat Keterangan 

Waris dalam prespektif Kompilasi 

Hukum Islam 

Pada hukum waris di indonesia, terdapat 

penggolongan - penggolongan keturunan un-

tuk melakukan pengurusan waris. Penggolo-

ngan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat 1 

Instructie voor de Gouvernements Landmeters 

Stbl. 1916 No. 517. Aturan ini adalah pening-

galan jaman belanda yang sampai sekarang 

masih diberlakukan sebagai dasar pengurusan 

surat keterangan waris. 

Selain dalam Pasal 14 ayat 1 Instructie 

voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 

1916 No. 517, wewenang Balai Harta Pening-

galan juga diatur dalam surat menteri dalam 

negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran 

Tanah Direktoran Jenderal Agraria, Departe-

men Dalam Negeri Nomor : dpt/12/63/12/69 

tanggal 20 Desember 1969 terkait kewena-

ngan Pembuatan Surat Keterangan Waris 

Untuk Warga Negara Republik Indonesia. Da-

lam surat tersebut menyebutkan bahwa surat 

keterangan waris untuk golongan timur asing 

adalah wewenang dari Balai Harta Pening-

galan. 

Dalam Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de 

Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 

517 dan surat menteri dalam negeri cq Kepala 

Direktorat Pendaftaran Tanah Direktoran 

Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri 

Nomor: dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 
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1969 terkait kewenangan Pembuatan Surat 

Keterangan Waris Untuk Warga Negara 

Republik Indonesia, menyebutkan bahwa 

Balai Harta Peninggalan berwenang untuk 

menerbitkan surat keterangan waris untuk 

golongan timur asing kecuali china. Dalam 

aturan tersebut hanya menyebutkan bahwa 

Balai Harta Peninggalan berwenang untuk 

menerbitkan surat keterangan waris, tidak 

menyebutkan bahwa Balai Harta Peniggalan 

juga berwenang untuk menentukan bagian - 

bagian yang diperoleh dalam harta waris. 

Dalam Peraturan Menteri Negara Agra-

ria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 

Tahun 1997 Pasal 111 ayat (1) huruf c point 4 

yang berbunyi tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Taun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. Dalam ayat (1) 

permohonan pendaftaran peralihan hak atas 

tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun 

diajukan oleh ahli waris atau kuasanya yang 

melampirkan Surat Tanda Bukti sebagai ahli 

waris dapat berupa: 

a) Wasiat dari pewaris, atau 

b) Putusan Pengadilan, atau 

c) Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau 

d) Bagi warga negara Indonesia penduduk 

asli: Surat Keterangan waris yang dibuat 

oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 

(dua) orang saksi dan dikuatkan oleh 

kepala desa/kelurahan dan camat setempat 

tinggal pewaris pada waktu meninggal 

dunia 

e) Bagi warga negara Indonesia keturunan 

Tionghoa: Akta Keterangan Hak mewaris 

dari notaris. 

f) Bagi warga negara Indonesia keturunan Ti-

mur Asing Lainnya: Surat Keterangan 

Waris dari Balai Harta Peninggalan. 

Dari bunyi peraturan menteri tersebut 

telah menjelaskan bahwa Balai Harta Pening-

galan berwenang untuk menerbitkan surat 

keterangan waris untuk golongan timur asing 

yang khususnya diperuntukkan pendaftaran 

tanah. Dalam peraturan menteri ini kewena-

ngan Balai Harta Peninggalan menerbitkan 

surat keterangan waris seperti dibatasi hanya 

untuk kepentingan pendaftaran tanah.  

Kewenangan yang diberikan Balai Harta 

Peninggalan dengan dasar Pasal 14 ayat 1 

Instructie voor de Gouvernements Landmeters 

Stbl. 1916 No. 517 dan surat menteri dalam 

negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran Ta-

nah Direktoran Jenderal Agraria, Departemen 

Dalam Negeri Nomor : dpt/12/63/12/69 tang-

gal 20 Desember 1969 terkait kewenangan 

Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk 

Warga Negara Republik Indonesia serta 
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Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala 

Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 

1997, sering kali dilampaui oleh Balai Harta 

Peninggalan, seringkali Balai Harta Peningga-

lan menerbitkan surat keterangan waris yang 

berisi besaran bagian setian ahli waris. Hal ini 

jelas merupakan bentuk perluasan wewenang 

yang dilakukan Balai Harta Peninggalan tapi 

tanpa dasar yang kuat. 

Dalam surat keterangan waris yang 

dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan 

untuk golongan timur asing yang beragama 

islam, harus berdasarkan kompilasi hukum is-

lam. Penentuan siapa - siapa saja yang berhak 

mewaris atau yang menjadi ahli waris harus 

berpedoman dari kompilasi hukum islam. 

Sehingga keterkaitan aturan antara kewena-

ngan Balai Harta Peninggalan harus sesuai 

dengan Kompilasi Hukum Islam. 

Balai Harta Peninggalan dalam penera-

pan hukumnya dalam penerbitan surat ketera-

ngan waris untuk golongan timur asing yang 

beragama islam harus didasari oleh Kompilasi 

Hukum Islam. Misalkan pada kedudukan ahli 

waris pengganti, dalam pasal 185 Kompilasi 

Hukum Islam menyebutkan Ahli waris yang 

meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris 

maka kedudukannya dapat digantikan oleh 

anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam 

Pasal 173. 

Seringkali dalam surat keterangan waris 

yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan un-

tuk golongan timur asing yang beragama is-

lam tidak memasukkan hak daripada ahli 

waris pengganti. Dalam penerbitan surat kete-

rangan waris yang dikeluarkan seringkali 

memakai Fara’id, namun Fara’id yang dite-

rapkan oleh Balai Harta Peninggalan tidak 

sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. 

Ini merupakan permasalahan yang sa-

ngat sering terjadi ketika Balai Harta Pening-

galan menerbitkan surat keterangan waris un-

tuk golongan timur asing yang beragama 

islam. Jika memang Balai Harta Peninggalan 

diberi wewenang untuk mengeluarkan surat 

keterangan waris untuk golongan timur asing, 

termasuk yang beragama islam. Maka sudah 

seharusnya Balai Harta Peninggalan sebagai 

pengemban wewenang harus sangat memaha-

mi hukum islam, terlebih lagi harus mengua-

sai Kompilasi Hukum Islam. 

Dalam penerbitan surat keterangan waris 

oleh Balai Harta Peninggalan, harus berpedo-

man pada Kompilasi Hukum Islam. Namun 

dalam praktiknya Balai Harta Peninggalan da-

lam menerbitkan surat keterangan waris tidak 

berpedoman dalam Kompilasi Hukum Islam. 
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Memang Balai Harta Peninggalan berdali 

memakai Fara’id yang mana juga berasal dari 

hukum islam, namun sudah seharusnya Balai 

Harta Peninggalan memakai Kompilasi Hu-

kum Islam sebagai dasar penentuan ahli waris 

dari permohonan surat keterangan waris. 

Selain memperhatikan Kompilasi Hu-

kum Islam dalam penerbitan surat keterangan 

waris yang dimohonkan oleh golongan timur 

asing yang beragama islam, maka juga harus 

memperhatikan konsep kewarisan islam di 

indonesia. Asas-asas tersebut adalah: asas 

ijbari, asas bilateral, asas individual, asas 

keadilan berimbang dan asas semata akibat 

kematian. 

Beberapa asas tersebut harus dipenuhi 

dalam pemabian waris khususnya untuk yang 

beragama islam. Misalkan asas ijbari yang 

mana maksud dari asas ini adalah pengalihan 

harta dari seseorang yang meninggal dunia 

kepada ahli warisnya berlaku dengan sendi-

rinya menurut ketetapan Allah.. Sehingga 

kewarisan dapat beralih secara otomatis ketika 

pewaris sudah meninggal dunia. 

Asas - asas dalam kewarisan islam me-

nentukan surat keterangan waris yang dike-

luarkan oleh Balai Harta Peninggalan. Sudah 

semestinya Balai Harta Peninggalan memper-

hatikan asas - asas tersebut dalam pembuatan 

surat keterangan waris yang mana hal tersebut 

dapat berdapat pada nilai keadilan yang akan 

didapat oleh pemohon atau ahli waris. Dengan 

memperhatikan asas - asas tersebut maka ke-

salahan atau permasalahan yang timbul karena 

terbitnya surat keterangan waris dapat diku-

rangi. 

Dalam penerbitan surat keterangan waris 

khusunya bagi golongan timur asing yang 

berama islam, maka banyak yang harus 

dipertimbangkan. Balai Harta Peninggalan 

seusai wewenangnya dalam Pasal 14 ayat 1 

Instructie voor de Gouvernements Landmeters 

Stbl. 1916 No. 517 dan surat menteri dalam 

negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran 

Tanah Direktoran Jenderal Agraria, Departe-

men Dalam Negeri Nomor : dpt/12/63/12/69 

tanggal 20 Desember 1969 terkait kewena-

ngan Pembuatan Surat Keterangan Waris 

Untuk Warga Negara Republik Indonesia 

serta Peraturan Menteri Negara Agraria Kep-

ala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 

1997 maka sudah pasti harus memperhatikan 

asas - asas kewarisan islam dan juga Kompila-

si Hukum Islam. 

Dengan kewenangan yang diberikan 

kepada Balai Harta Peninggalan dalam pener-

bitan surat keterangan waris, maka perlu ada-

nya harmonisasi hukum yang dilakukan oleh 
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Balai Harta Peninggalan. Terutama untuk go-

longan timur asing yang beragama islam, ma-

ka harmonisasi hukum yang harus dilakukan 

oleh Balai Harta Peninggalan adalah dengan 

Kompilasi Hukum Islam. Sesuai hukum islam 

yang berlaku di Indonesia, maka surat ketera-

ngan waris yang dikeluarkan Balai Harta Pe-

ninggalan juga terikat dengan Kompilasi 

Hukum Islam. 

Harmonisasi peraturan perundang-unda-

ngan dapat diartikan sebagai suatu proses 

penyelarasan atau penyerasian peraturan pe-

rundang-undangan yang hendak atau sedang 

disusun, agar peraturan perundang-undangan 

yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang baik. 

Dengan terjalinnya harmonisasi hukum atau 

harmonisasi peraturan yang diterapkan oleh 

Balai Harta Peninggalan, maka akan mencapai 

kepastian hukum. Disharmoni peraturan 

perundang-undangan mengakibatkan : 

a) Terjadinya perbedaan penafsiran dalam 

pelaksanaannya; 

b) Timbulnya ketidakpastian hukum; 

c) Peraturan perundang-undangan tidak ter-

laksana secara efektif dan efisien; 

d) Disfungsi hukum, artinya hukum tidak 

dapat berfungsi memberikan pedoman 

berperilaku kepada masyarakat, pengenda-

lian sosial, penyelesaian sengketa dan seba-

gai sarana perubahan sosial secara tertib 

dan teratur. 

Akibat disharmonisasi peraturan atau 

disharmonisasi hukum salah satunya adalah 

timbulnya ketidakpastian hukum. Hal ini 

sangat membahayakan karena tujuan hukum 

pada salah satunya adanya kepastian hukum. 

Disharmonisasi hukum yang dilakukan oleh 

Balai Harta Peninggalan ini merupakan per-

masalahan yang sangat serius, karena salah 

satu dampaknya adalah terciptanya ketidak 

pastian hukum. 

Dengan disharmonisasi yang dilakukan 

oleh Balai Harta Peninggalan, maka telah ter-

cipta ketidakpastian hukum. Disisi lain, 

kepastian hukum merupakan hal yang sangat 

penting bagi negara hukum seperti Indonesia. 

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberla-

kuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan 

konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat 

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifat-

nya subjektif. Kepastian dan keadilan bukan-

lah sekedar tuntutan moral, melainkan secara 

factual mencirikan hukum. 

Kepastian hukum diwujudkan oleh 

hukum dengan sifatnya yang hanya membuat 

suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat 

umum dari aturan-aturan hukum membuktikan 
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bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujud-

kan keadilan atau kemanfaatan, melainkan un-

tuk kepastian. Kepastian hukum sangat pen-

ting, yang mana tidak lain karena merupakan 

tujuan hukum. Jika tidak ada kepastian hukum 

maka tidak ada gunanya aturan dan tidak ada 

gunanya hukum diberlakukan di Indonesia. 

Tidak adanya kepastian hukum pada 

surat keterangan waris yang diterbitkan oleh 

Balai Harta Peninggalan untuk golongan timur 

asing yang beragama islam dikarenakan tidak 

adanya harmonisasi hukum. Balai Harta Pe-

ninggalan mengesampingkan Kompilasi Hu-

kum Islam yang berlaku di indonesia mes-

kipun Balai Harta Peninggalan memakai 

fara’id. Namun dikarenakan Fara’id tersebut 

tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam 

maka tercipta disharmonisasi yang terkandung 

dalam surat keterangan waris yang diterbitkan 

Balai Harta Peninggalan. 

Dari ketiga dasar hukum yang membe-

rikan wewenang Balai Harta Peninggalan un-

tuk menerbitkan surat keterangan waris bagi 

golongan timur asing, tidak ada satupun 

peraturan yang menyebutkan bahwa untuk 

golongan timur asing yang beragama islam 

harus taat dan patuh pada Kompilasi Hukum 

Islam yang berlaku di Indonesia. Dengan tidak 

ada kejelasan tersebut, maka disharmonisasi 

peraturan atau disharmonisasi hukum sering 

kali dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan 

dalam penerbitan surat keterangan waris. 

Disharmonisasi hukum ini dikarenakan 

sistem hukum yang berlaku di negara Indo-

nesia paling tidak ada 3, yaitu sistem hukum 

adat, hukum Islam, dan hukum barat. Dengan 

3 sistem hukum yang masih berlaku dan 

dihormati di Indonesia, maka potensi untuk 

terjadi ketidakharmonisan sangat mungkin. 

Diharmonisasi hukum yang dilakukan Balai 

Harta Peninggalan adalah bukti sistem hukum 

yang memberikan kewenangan Balai Harta 

Peninggalan adalah sistem hukum barat, 

namun disisi lain surat keterangan waris yang 

dimohonkan oleh golongan timur asing yang 

beragama islam harus sesuai dengan sistem 

hukum islam. 

Golongan timur asing yang beragama 

islam, sudah semestinya tunduk dan patuh 

dengan Kompilasi Hukum Islam, dan sudah 

semestinya Balai Harta Peninggalan yang di-

beri wewenang untuk menerbitkan surat kete-

rangan waris bagi golongan timur asing me-

ngetahui hal tersebut. Balai Harta Peninggalan 

harus menjaga harmonisasi hukum yang ter-

bentuk dari sistem hukum barat dengan sistem 

hukum islam. 
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Kewenangan Balai Harta Peninggalan 

yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Instructie 

voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 

1916 No. 517 sudah sangat terlihat bahwa 

kewenangan ini bersumber dari sitem hukum 

barat. Peraturan tersebut adalah peraturan 

peninggalan belanda yang hingga saat ini masi 

belum diperbarui. Terlebih lagi dalam peratu-

ran tersebut menyebutkan kewenangan Balai 

Harta Peninggalan dalam menerbitkan surat 

keterangan waris bersifat universal atau 

umum. Maksudnya dalam peraturan tersebut 

tidak spesifik mengatur mengenai agama 

pemohon surat keterangan waris dari golongan 

timur asing. 

Dasar dari Golongan timur asing yang 

beragama islam harus memakai hukum islam 

adalah adanya teori Receptie de Complexu 

yang sitemukan oleg Van den Berg, dalam 

teori tersebut menyatakan bahwa bagi peme-

luk agama tertentu berlaku hukum agamanya. 

Berdasarkan teori tersebut, memperjelas bah-

wa hukum waris yang dianut oleh golongan 

timur asing yang beragama islam harus sesuai 

dengan Kompilasi Hukum Islam. Semua 

ketentuan - ketentuannya harus sesuai Kom-

pilasi Hukum Islam. Dalam penetapan ahli 

waris yang dikeluarkan dalam bentuk surat 

keterangan waris oleh Balai Harta Peningga-

lan harus sesuai dengan ketentuan Kompilasi 

Hukum Islam. 

Teori Receptio de Complexu sangat 

cocok diterapkan dalam penerapan hukum 

waris bagi golongan timur asing. Apabila 

pemohon surat keterangan waris merupakan 

golongan timur asing yang beragama islam, 

maka sudah semestinya sesuai dengan teori 

Receptio de Complexu harus tunduk dan patuh 

pada hukum waris agama islam. Begitu juga 

apabila pemohon surat keterangan waris 

tersebut golongan timur asing yang tidak bera-

gama islam, maka harus diberlakukan hukum 

waris sesuai dengan agamanya, misalkan 

beragama kristen, maka diperbolehkan untuk 

memakai hukum KUHPerdata. 

Dasar dari pentingnya harmonisasi hu-

kum dikarenakan Hukum merupakan alat yang 

efektif untuk mencapai tujuan sosial karena 

aturan hukum secara konsisten melekat pada 

petugas hukum dan masyarakat. Dengan hu-

kum merupakan alat yang efektif mencapai 

tujuan sosial, maka sangat penting adanya 

harmonisasi hukum dalam hal apapun yang 

bertujuan untuk berjalannya hukum dengan 

baik di Indonesia ini. Terkhusus lagi harmoni-

sasi hukum yang terkait dengan perpaduan 

dua sistem hukum yang berbeda namun diha-
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ruskan untuk berjalan berdampingan yang 

tujuannya untuk kepastian hukum. 

Tidak tercapainnya kepastian hukum 

dalam kewarisan di indonesia tidak hanya 

dikarenakan faktor disharmonisasi hukum 

yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan 

atas surat keterangan waris yang diterbitkan 

untuk golongan timur asing. Namun dikarena-

kan juga banyaknya pihak yang dapat mem-

buat keterangan ahli waris, tidak mencermin-

kan tercapainya kepastian hukum melalui 

keterangan ahli waris yang diharapkan dapat 

dijadikan bukti atas status ahli waris sebagai 

pihak yang berhak atas harta peninggalan serta 

segala hak dan kewajiban pewaris. Karena 

kekuatan hukum dari masing-masing bentuk 

keterangan waris tidak sama, yaitu ada yang 

hanya merupakan akta di bawah tangan, dan 

juga ada yang merupakan akta otentik dengan 

kekuatan bukti yang mengikat. 

Dengan banyaknya instansi atau banyak-

nya pihak yang diberikan kewenangan untuk 

menerbitkan surat keterangan waris, maka 

berbeda juga standarisasi dalam pembuktian 

ahli waris. Perbedaan pembuktian ahli waris 

ini juga merupakan contoh tidak adanya ke-

pastian hukum terlebih lagi dikarenakan tidak 

berjalannnya harmonisasi hukum. Perbedaan 

standarisasi ini mengakibatkan munculnya 

ketidak pastian hukum yang bermuara pada 

tidak terwujudnya ketertiban. Seringkali ada 

penyalah gunaan wewenang dikarenakan hal 

ini. 

V. KESIMPULAN  

Balai Harta Peninggalan diberikan we-

wenang untuk menerbitkan surat keterangan 

waris untuk golongan timur asing khususnya 

untuk yang beragama islam. Namun dalam 

penerapannya, surat keterangan waris untuk 

golongan timur asing yang beragama islam 

terjadi disharmonisasi hukum dengan Kompi-

lasi Hukum Islam yang telah dilakukan oleh 

Balai Harta Penginggalan. Dampak lain dari 

disharmonisasi adalah muculnya ketidakpasti-

an hukum, ketidakpastian hukum ini jelas 

sudah menyalahi tujuan hukum. Disharmoni-

sasi hukum ini dikarenakan pluralisme sistem 

hukum, di indonesia terdapat beberapa sistem 

hukum. Dalam hal ini harus ada harmonisasi 

sistem hukum barat dengan sistem hukum 

islam. Dengan disharmonisasi hukum yang 

dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, 

dampaknya muncul ketidak pastian hukum 

yang mana tidak terciptanya ketertiban dalam 

masyarakat. 
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